
67 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kewajiban Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (2), 

bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Terhadap kewajiban ini, Undang-

Undang Dasar juga tidak menyebutkan seperti apa sifat dan kekuatan putusan yang 

diberikan Mahkamah Konstitusi. Apabila menelusuri lebih lanjut terkait pemberian 

kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi perihal pemberhentian Presiden, 

ditemukan dalam risalah sidang amandemen UUD 1945 bahwa Konteks peletakan 

ketentuan Pasal 24C Ayat (2) dipisah dari Ayat (1) dimaksud harus dilihat dari 

proses yang sudah mulai diatur dalam Pasal 7B khusus Ayat (4) tersebut, di mana 

proses hukum ketatanegaraan kita masih diteruskan walaupun proses hukum di 

Mahkamah Konstitusi telah selesai. Proses pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah konsekuensi logis dari 

pada fakta bahwa Presiden maupun Wakil Presiden tidak dapat diadili 

menggunakan prinsip-prinsip hukum pidana atau perdata biasa sepanjang masa 

jabatannya. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi hadir dalam kebutuhan untuk 

mendapatkan legal opinion atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Dengan demikian, putusan 

Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR adalah mengikat secara hukum. 

Putusan tersebut akan berujung sama atau tidak di dalam sidang paripurna Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat adalah konteks yang berbeda. Sebab, peran Mahkamah 

Konstitusi telah selesai pada tahap memutuskan pendapat DPR, sedangkan proses 

setelahnya adalah konteks yang berbeda dan memang harus dilaksanakan secara 

politis di MPR serta telah sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam 

UUD NRI Tahun 1945. 

2. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 

menerapkan model campuran antara impeachment (secara politis) oleh lembaga 

legislatif dan forum previlegiatum (peradilan khusus). Mekanisme pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari impeachment yakni yang dilakukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelidikan, kemudian dilanjutkan ke 

forum previlegiatum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya 

pengambilan keputusan kembali ke model impeachment dalam sidang paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

5.2 Saran 

 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden adalah mengikat secara hukum, sehingga tidak perlu diperdebatkan 

lagi. Namun, alangkah lebih baiknya apabila sifat putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut ditegaskan sekaligus dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk 

menghindari pendapat-pendapat dan perdebatan publik. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat adalah mengikat secara hukum, sehingga dalam hal jika terjadi 

demikian dalam dinamika ketatanegaraan, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus 
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menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan paling utama dalam 

proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada sidang paripurna. 
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